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PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 43TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI PEMERINTAH

—t

KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013-2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja
serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi
pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja  utama
dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2013-
2017,

bahwa penetapan indiktor kinerja utama di lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2013-2017 sesuai
dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Kota Lubukinggau Tahun 2013-2017.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukari

Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4114)

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 322
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republix
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

5: Peraturatiausa:



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
keuangan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Petetapar
Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 200¢

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kote
Lubuklinggau Tahun 2005 - 2025 (lembaran Daerah Kote
Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16);

11.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 201%

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 (Lembarar
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA DI PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2013-2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah daerah Kota Lubuklinggau.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau vyang
selanjutnya disebut Walikota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingks.t
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota

Lubuklinggau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lubuklinggau
yang selanjutnya disebut Wakil Walikota.

6. Satuan.......k.



6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD
adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau yang bertanggungjawab kepada Walikota dan
membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, dan
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama dilingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah:

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja
secara baik;

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

Pasal 3
Setiap SKPD wajib menetapkan indikator kinerja utama
dilingkungan masing-masing.

BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 4

1) Naskah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota
Lubuklinggau tahun 2013-2017 sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini;

2) Penetapan Indikator Kinerja SKPD ditetapkan dengan Surat

Keputusan Kepala SKPD dengan mempertimbangkan
beberapa hal yaitu:

a.dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional/Daerah, Rencana Strategis Organisasi, dan
dokumen perencanaan lainnya yang relevan;

b. indikator Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau;

c. bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan
tugas pokok dan fungsi serta peran lainnya;

)

d.kebutuhan informasi  kinerja untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja;

e. kebutuhan data statistik pemerintah;

3) Pemilihan indikator kinerja utama berdasarkan kriteria
sebagai berikut :

a. spesifik;



b. dapat dicapai;
c. relevan;

d. dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang
diukur;

e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB III
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

1) Indikator kinerja utama Pemerintah Kota Lubuklinggau
tahun 2013-2017 digunakan untuk :

a. perencanaan jangka menengah,;
b. perencanaan tahunan;
c. penyusunan dokumen Penetapan Kinerja;

d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

e. evaluasi kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dan
evaluasi kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau;

f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan.

2) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan
Peraturan Walikota ini, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Lubuklinggau diberikan tugas:

a. melakukan pengendalian dan pemantauan atas rencana
kerja program SKPD dilingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau;

b. melakukan evaluasi atas capaian Kinerja Pemerintah Kota
Lubuklinggau dan setiap SKPD dilingkungan Pemerintan
Kota Lubuklinggau setiap tahun;

c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja
masing-masing kegiatan pada SKPD secara triwulanan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota
Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikatcr
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggaa
Tahun 2008-2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7..........



Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal ¢ Okteger 2013

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2 OkTeger 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Ir. H. Parigan, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU

ASRON ERWADI, SH, M.Hum
PEMBINA

NIP.19660806 198803 1 004

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR .44



Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cer
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Meningkatnya kualitas dan akses
pelayanan kesehatan

Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan

Angka Harapan hidup Tahun Dinas Kesehatan pola mortalitas menurut umur

) . ) Jumlzh Kematian Bayi ( berumur kurang 1 tzhun)pada
b.:m#m Kematian Bayi per 1000 kelahiran . __u%q Sm..um Dinas Kesehatan satu tahun tertentu. il
hidup elahiran hidup Jumlzh Kelzhiran Hidup pada satu tahun tertentu a

. Baznyaknyz kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan,
?@6 me.m:ms [bu per 100.000 vmq.Sc.o.oo Dinas Kesehatan persalinan dan masa nifas padatahun tertentu ——
kelahiran hidup kelahiran hidup Jumlzh kelshiran hidup padz periode yang sama AR

Jumlzh Kematizn Bayi (berumur kurang1 bulan }pada

Angka Kematian Neonatal per 1.000 Per 1.000 — stutshumterventu ______ 10004

kelahiran hidup (MDG's)

kelahiran hidup

Dinas Kesehatan

Jumlzh Kelzhiran hidup pada satu czhun tertentu
di dzerzh tertenm

Cakupan Kunjungan [bu Hamil K4

%

Dinas Kesehatan

Jumlzh tbu Hamil yg mempercleh pelayanan antenatal K4
di satuwilzyzh kerja pada kurun walctu tertentin
Jumlzh sasaran ibu hamil di satu wilayeh kerja
dzlam kurun waktu yang sama

X 100%

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang
Ditangani

%

Dinas Kesehatan

Jumlzh komplikzsi kebidanan y ang mendapat penanganan
definitif disztu wilzyah kerja pada kurun waltu tertentu
jurnlzh Tbu dengan kamplikasi kebidanan di satu wilayzh kerja
pada kurun waktu yg sama

= 100%

Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

%

Dinas Kesehatan

Jumlzh ibu bersalin di satu wilayzh padakurun waktu
tertenty,yang perszlinannya mempercleh
pertolongan dari tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Tumlzh ibu bersalin di satu wilaysh yang sama pada
kurun waktuyang sama

x 100




%

Dinas Kesehatan

Jumlzh ibu mifzs yang telah memperoleh 3 kali
di satu wilayzh pada kurun wak tertentu

Cakupan pelayanan Ibu Nifas
Jumlzh Ibu Nifas di satu wilayah yang sama pada kumn X 100%
waktu tertentu
Cakupan neonatal dengan komplikasi s Jumlah neonatus dgn komplikasi yg tertangani
yang ditangani. % Dinas Kesehatan Jumizh seluruh neo: il v x 100
Jumlzh bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
. . . standar disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
Cakupan Kunjungan Bayi Y% Dinas Kesehatan Jumlah selurdh bayi Izhir hidup di e e g 100%
dalam kurun waktu yg sama
Indeks Kepuasan Masyarakat untuk S Kesatikhi Menunjukkan Tingkat kepuasan Masyarakat untuk pelayanan kesehatan Puskesmas
pelayanan Puskesmas melalui survey
. ; Jumlah penduduk yang memanfzatlcan puskesmmas
Cakupan kunjungan rawat jalan % Dinas Kesehatan Jumlzh pendudulc diwilayzh kerjz Puskesmas RASDige
puskesmas pada kurun waku tertentu
. . Banyaknya balitz gizi kurang
: ' G )
Prevalensi balita gizi kurang (MDG's) % Dinas Kesehatan e * 100
p balita gizi buruk % Dinas Kesehata FEEAEH_ .,Hmnﬁ; 100
ersentase balita gizi buru inas Kesehatan I balica x
Jumlzh balita gizi buruk mendapat perawatan
L di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayzh kerja
Cakupan Balita gizi buruk mendapat % Dinas Kesehatan pdl plo i
perawatan. famizh seluruh balita gizi buruk yg ditemukan 100
di szt wilzyzh kerja pada kurun waktuyg szama
Cakupan pemberian makanan Jumlzh amzk usiz & - 24 bln keluargz miskin yg mendapat
pendamping ASI pada anak usia 6-24 % Dinas Kesehatan Makanan Pendamping - ASI _—
bulan keluarga miskin. Jumlah seluruh anzk usia 6 - 24 bln keluargz miskin
Jml znak balitz yg memperoleh pelayanan pemantauan
pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayzh kerja
Cakupan pelayanan anak balita. % Dinas Kesehatan pd waktu tertentu S

Tumlzh seluruh anak balita disztu wilzyzh kerja
dalam wzktu ygsama




ﬂ..—NHn .L
wilayah tertentu selama 1 tahun

Wﬂmﬂm xma_.”m%m: Balita per 1.000 % Dinas Kesehatan Tamlzh kelahiran Bidup di wilayah padal ¥ 100%
elahiran hidup walona ymng ssma
p— el
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar o Dinas Kesehatan ! 1 u.mu_mm_ma Emm_ = MH”E. i 1 1009
Masyarakat Miskin ! J ek
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan o Dinas Kesehatan Jurlzh pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3
pasien masyarakat miskin o Tumlah seluruh masyarakatmiskin X 10096
Ketersediaan empat dokter spesialis ” Dinas Kesehatan Junilzh dokter spesialis sebagai pegawai tetap RS
dasar pegawai tetap Rumah Sakit ! jumlzh dokter spesialis yeng seharusnya ada ¥ 20050
Rasio tenaga kesehatan per satuan Dinas Kesehatan
penduduk
Jumlzh dokter spesizlis yang memberikan pelayanan
- Rasio dokter spesialis terhadap 100.000 Per 100.000 Dinas Kesehatan kesehatan diwilay=h tertemtu Ep—
Penduduk penduduk Jumlah pendudulk divilayzh dan thun yang sama i
Turnlzh dokter umum yang memberikan
- Rasio dokter Umum terhadap 100.000 Per 100.000 Dinas Kesehatan pelayanan kesehatan diwilayzh tertentu N———
Penduduk penduduk Jurnlzh penduduk diwilayzh dan tzhun yang sama ’
Jumlzh dokter gigi yang memberikan pelayaman
- Rasio dokter Gigi terhadap 100.000 Per 100.000 Dinas Kesehatan kesehatan diwilay=h tertentu o
Penduduk penduduk Jumlzh penduduk diwilayzh dan tahun yang sama :
J[umlzh bidan yang memberilzn pelayanan kesehatan
- Rasio Bidan terhadap 100.000 Per 100.000 Dinas Kesehatan diwilaysh tertentu « 100.000
Penduduk penduduk Jumlzh penduduls diwilayzh dan tahun yang sama .
. Jumlzh puskesmas
p Per 30.000 Dinas Kesehatan % 30.000
Rasio puskesmas per 30.000 penduduk penduduk Jumlzh penduduk
Per 10.000 Dinas Kesehatan Jiwtiont v » 10.000
Rasio Pustu per 10.000 penduduk e Jumlzh pendudulk ’
penduduk
Dinas Kesehatan il i
Rasio Posyandu terhadap balita Per 1.000 balita Jumlzh balita R
Pelayanan gawat darurat level 1

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1
yg harus diberikan sarana kesehatan (RS)
di Kab/Kota.

%

Dinas Kesehatan

ol e SO Iy




Rasio pasien yang tertangani melalui

tindakan medis

Dinas Kesehatan

Jumlzh pasien rawat inap yang terlayani
= = 1.000

1.1.2

Meningkatnya pengendalian
penyakit menular dan penyehatan
lingkungan

i . Per 1.000 Dinas Kesehatan
- Pasien rawat inap penduduk jumlzh penduduls
P o :
Pasi ial Per 1.000 Dinas Kesehatan i Hﬁﬂmﬁ wms.wﬁm““,ﬂw”ﬂuﬁﬁimﬁs_ x 1.000
- Pasien rawat jalan penduduk Jumlzh pendu
umlah pasi . ayani
. Per 1.000 Dinas Kesehatan ! pasien 16D yane texl » 1000
- Pasien UGD penduduk Jumlzh penduduk
. Dinas Kesehatan
Tingkat Kepuasan Pelayanan RS % ¢ H Menunjuldkan tingkat kepuasan pelayanan Rumah Sakit
- . Jurnlzh pasien GAKIN yang dilzyani rumzh sakit
Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang Dinas Kesehatan Tl = i : reak * 100
datang ke RS pada setiap unit pelayanan % o b pcien CAREN . e saliit
Cakupan Penemuan dan penanganan Dinas Kesehatan
penderita penyakit.
- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per muwmm”% mmﬁ 5 Dinas Kesehatan Jumlzh kasus AFF non: Folio yang dilzporkan —
100.000 penduduk < 15 tahun B i jumlzh Fenduduk usia dibawak 15 t=hun
Jumlzh penderitz pneumonia balita yang ditangani
. . ) di sztuwilayzh kerj a pd kurun waktu satutahun
“umm.w:vm_.g mmv_“_m dengan Pneumonia yang % Dinas Kesehatan Tamilah perki SR A 100
itangani ( 3] di satu Wilayzh kerja pada kurun waktu yg sama
Tumlzh pasien baru TB ETA positif yang
- presentase penemuan A ———— ditemukan dan diobati dalam satu wilayzh selama satu tahun % 100
pasien baru TB BTA positif TB BTA (+) % Jumlzh perkiraan pasien baru TE ETA positif
(SPM & MDG's) dalam sztu wilzyzh dalam wak satu tzhun
Jumlzh penderita DE D yang ditangani sesiial
SOP di satu wilayzh dalam waktu satu tzhun
Di K = -
- Penderita DBD yang ditangani % IS SRR Jumlzh penderita DED yang ditemukan "1
di satu wilayzh dalam waktmsatu tahunyang saman
Jfumlzh penderita diare yang datang dan dilayani
di sarana Kesehatan dan Kader
) di suztn wilzpzh tertentu dalam waktueztu tahun
D Keseh ;
- Penderita Diare yang ditangani % inas Kesehatan Jurnlzh perkirzan penderita dizre pd satu wilzyzh il

tertentu dalam waldtn ygsama
(1094 dari angka kesakitan diarexjumlsh penduduk)




Angka kejadian Malaria per 100.000 per 100.000 Dinas Kesehatan Penduduk yang mend erita malaria pada tahun tertentu

penduduk (AMI)/(APT) (MDG's) penduduk Jumlsh penduduk »100.000
Cakupan imunisasi dasar anak usia 0-11 % Dinas Kesehatan Jumlah anzk usia 0 — 11 bulan yang diimunisas
bulan Jumlzh znzk usia 0 — 11 buzln
. . ) Jumlzh desz /lelurahan UG
nmw:@m.: _uwwm\ Kelurahan Universal Child % Dinas Kesehatan TElia Seeih st * 100%¢
Immunization (UCI).
Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi Per 100.000 Dinas Kesehatan Jumlzh penderita HIV/. E.u.mx 100,000
(MDG's) penduduk Jumlzh pendudulk !
— Hinas Kesahata Banyzlmyz kematian karena malaria pada tshun tertenw S0
ena
Tingkat kematian akibat Malaria (MDG's) wmmh aﬁ._:w Jumlzh penduduk pada pertengzhan tehun 3 100600
Angka kejadian Tuberkulosis(semua Per 100.000 Dinas Kesehatan Banyalmyakasus penderia TBC (barudanlama) ., 400
kasus/100.000 penduduk/tahun (MDG's) penduduk Jumlzh penduduk '
« Per 100.000 Dinas Kesehatan Banyzlmyz kematian karena TEC
Angka kematian TBC (AKTBC) isddl Tumizh penduduk ® 100.000
, Persentase Tempat Pengolahan Makanan % Dinas Kesehatan Tempat Pengelolaan Makanan yang diawasi sin
/ dibina/diawasi i Jumlah seluruh tempat pengelolaan makanan X
Persentase TTUI Aq—.m::umhu..—,.ms.:um-n Umum o Dinas Kesehatan Tempat—tempat Umum yang dibina/diawasi 100
(] Jumlah seluruh tempat umum -

Institusi) dibina/diawasi

Jumlzh Rumah Tangga berperilalu hidup bersih dan sehat

Prosentase Rumah Tangga dengan ;s

perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) & e Keachatan umlzh Rumzh Tangge yang dipantaw/disurve -
Terkendalinya laju pertumbuhan Jurnlzh penduduk tahun n — jumlzh penduduk tahunn —1
penduduk Laju pertumbuhan penduduk % Dinas Kependudukan Jumlzh penduduk tzhunn -1

. ; Jumlzh penduduk yang masuk

x.mmwo ﬁmQEnm:m: penduduk masulk % D Rpesiadileat Salah A x100

(imigrasi) pend

Rasio perpindahan penduduk keluar Jumalzh penduduk yang keluar 5050

(emigrasi) % Dinas Kependudulcan Jumlzh penduduk

fearl ian k Crude Death R Per 1.000 {itaas ReaaHAGE Jumlah kematian (death) pada tahun tertentu 05
Angka kematian kasar (Crude Deat] ate) penduduk inas Kependudukan Tuml=h Penduduk pada per tengahan tahun ¢ —X 00




Rata-rata jumlah anak per keluarga

Dinas Kependudukan

Rasio akseptor KB

%

Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan

Jumlzh akseptor KB
Jumlzh Pasangan Usiz Subur

x 100

Jumlah Prevelensi peserta KB

Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan

Menunjukkan jumlah anggota KB baru tahun n

Meningkatnya akses pelayanan KB

Cakupan Pasangan Usia Subur yang

Badan Keluarga Berencana dan

Jumlzh PUS yang usia istriny= dibawah 20 tahun
[umlah FUS yang usia istrinya 15 — 45 tzhun

> 100

berkualitas yang merata o
gans isterinya dibawah usia 20 tahun (SPM) H Pemberdayaan Perempuan
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Jumlzh kelurahan
Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana Y% www%aﬂ”w:wwﬂmvwwmﬂ_ﬁ”w” A Jumlzh PLKE/FKEB %
(PLKB/PKB) di setiap Kelurahan (SPM) Y P
Jumlzh peserta KE aktif
5 Badan Keluarga Berencana dan - 100
0, [
Cakupan peserta KB aktif Yo Pemberdayaan Perempuan Jumlzh Pzsznzan Usiz Subur
Badan Keluarga B d — T
Cakupan informasi data mikro keluarga % e A i Jumlzh kelurahan
Pemberdayaan Perempuan
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga o Badan Keluarga Berencana dan Jumlzh keluarga Pra Sejahtera dan Keluaraga Sejahteral
Sejahteral ° Pemberdayaan Perempuan Jumlzh keluzrez
k p erta KB anggota Usaha umlah anggota UFPKS ber - KB
Ca Eum: Us pre B angg Badan Keluarga Berencana dan I == x 100
Peningkatan Pendapatan Keluarga % Pemberdayaan Perempuan Jurnlzh anggota UPPKS yang PUS
Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (SPM) P
i . umlah angzota BKE yang ber — KB
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita o Badan Keluarga Berencana dan . jumlzh PUS anggota qum x 100
(BKB) ber-KB (SPM) ? Pemberdayaan Perempuan g
Meningkatnya budaya dan prestasi Jumlzh organisasi o_mfwmmwm:nuwnmx oy
olahraga Prosentase organisasi olahraga yang alktif % Dinas Pemuda dan Olahraga Jumlah organisasi olzhraga
Atlet Dinas Pemuda dan Olahraga Jumlah atlet yang dibina oleh pemerintah kota

Jumlah atlet olahraga yang dibina

Prosentase cabang olahraga yang dibina

%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Jumlzh cabang clzhrasa yang dibina
Jumlzh czbang olahraga

x 100

Jumlah kegiatan/event olahraga

Kali/kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahraga

Menunjukkan jumlah kegiatan/event olahraga yang diselenggarakan

Jumlah Lapangan Olahraga per 1.000
penduduk

Per 1.000
penduduk

Dinas Pemuda dan Olahraga

Tumlzh Tapangan olahraga
umlzah penduduk

X 1.600




pelayanan pendidikan

Z.msimrmgﬁ Pemerataan akses

Jumlah siswa padajenjang TK, RA dan Penitipan Anak

* 100

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD % Dinas Pendidikan Jumlzh anak usia 4 — € tahun
) o Jurnlah pendudul usiadiatas 15 tahun yang bisabaca tulis
Angka Melek Huruf % Dinas Pendidikan o, R g ey » 100
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Tahtin Dinas Pendidilan
15 Tahun ke atas
e . Tumlah siswa usia 7 — 12 tahun dijenjang 5D, M, Paket A
MMWWWHM“_MM__W qu_hﬂ%ﬂh _ % Dinas Pendidikan Jumlzh penduduk kelompok usia 7 — 12 tahun L
= ] Jumlzh siswausia 13 — 15 tzhun dijenjang SMF, MTs, Paket B
Angka Partisipasi Murni " . L3 : = 100
mgﬁ\mZﬁrm\g.ﬂm\ﬁ\#me B Vo Dinas Pendidikan Jumlzh penduduk kelompokusial3 — 15 tahun
. . Jumlzh siswzusiz 16 — 18 tahun dijenjang SMA, MA, Paket C
ka M P
M_ﬂ_mw\ m__w;mmw_ﬂwwwm.r%nwm_ RN % Dinas Pendidikan Jumlzh penduduk kelompeok usia 16 — 18 tzhun 5
. . Tumlzh murid usia(7s.d 12)0m + (13 sd 15) thn
WMWMW Partisipasi Sekolah Pendidikan Per 1.000 Dinas Pendidikan Tumlah penduduk usia (7 s.d 12)thn + (13 5.d 15) LEHHQOD
. L Tumlzh murid usiz 16-15 thn
wmmﬁmwmn_m_umm_ Sekolah Pendidikan Per 1.000 Dinas Pendidikan famiiah pendaduk s 16-19
Jumlzh murid putus sekolzh di jenjang SD/MI/Paket A
Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI/ % Dinas Pendidikan Tumlah siswa di ingkat pendidiken SD / M1 /Paket A 0
Tumilzh murid putus sekolzh di jenjang SMFP/MTs/Faket B
Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs % Dinas Pendidikan Jurnlzh siswa di tingkat pendidilan SMP / MTs /Paket B w1
Jumlzh murid putus sekolzh dijenjang SMA/MAPalet C
MMWW\M __”__ :mv_wa wmwo_m: (APS) % Dinas Pendidikan Jumalzh siswa di tingkat pendidikan SMA [ MA /Paket C i
Jumlzh lulusan pada jenjang SD/MI 100
) o fumnlah siswa Cinghet tertinggi pada
Angka Kelulusan (AL) SD/MI % Dinas Pendidikan jenjangsD/Mipd tzhun sebelumnyz
Jumlzh Tulusan pada jenjang SMP/MTs -
) o Juralah siswa tingk=t tertingsi pada ®
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % Dinas Pendidikan i enjangSMP/MTSpd tahun sebelumnya
Tumlzh lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA 00
) o Jumlzh siswa tinglat tertinggi pada %
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % Dinas Pendidikan {enjaneSMA/SMK/MA pd tahun sebelumnyz
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke . _ Bplhohs siswa iy cingfio: ] i pee PPN i
% Dinas Pendidilkan Jumlzh luluszn pd jenjzng SD /M1 Tzhun zjzran sebelumnyz

SMP/MTs




Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs

Jumlah siswabaru tinglat ] padajenjang SMA/SME/MA

=100

; o ol = =
ke SMA/SMK/MA % Dinas Pendidikan Juralzh lulusan pd jenjang SMP/MTs Tahun garan sebelumnya
Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap muﬂmq n_wcw.ﬂmmm 5. Vel Jurmlzh sekolzh (SD/MI) S
penduduk usia sekolah p H:N p—— ! i Jumlzh pendudulk usia (7-12)thn R
i’ . Per 10.000
Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap . . . jumlzh sekolah (SMP/MTs)
penduduk usia sekolah umwnh. M m_”:ﬂﬂm Dinas Lendidlin Jumlzah pendudulk usia {13 -15)thn =R
. i Per 10.000 umlah sekolzh (SMA/MA/ SMI
”Mwﬁvcﬂﬂm MMWMMMQMMWOE: SMP terhadap pendudulk usia Dinas Pendidikan uu = od EM ﬁm_wm 16 / umu%h ®10.000
16-18 tahun pend 5
Meningkatnya kualitas pelayanan Prosentase Ruang Kelas pendidikan % b EE A Jumlzh Ruzng kelas SD/MI dzlam keondisi baik 100
pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Y sRERTR Jurnlah Ruang Kelas SD s
Prosentase Ruang Kelas pendidikan e Disias Pendidilan Juml=h Ruang kelzs SMP/SMPLE/MTs dalam kondisibaik
SMP/SMPLB/MTs kondisi bangunan baik Tumlah Ru=ng Kelas SMP /SMPLB/MTs
Prosentase Ruang Kelas pendidikan % Dinas Pendidik Jurmlzh Ruang kelzs SMA /SME/MA dalam kondisi baik o
SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik ! ABRERI Jurnlah Ruzng Kelas SMA /SMK/MA X
; ; Per 10,000 murid . . Jumlzh Guru SD/MI
Rasio guru SD/MI terhadap murid SD/MI SD/MI Dinas Pendidikan Jumlah Murid SD/MI x10.000
Rasio guru SMP/SMPLB/MTs terhadap Per 10.000 murid | . ey Jjumlzh Guru SMP/SMPLE/MTs
murid SMP/SMPLB/MTs SMP/MTs Dinas Pendidikan fumlal Murid SMP/SMFLE/MTs) x10.000
Rasio guru SMA/MA/SMK terhadap murid | Per 10.000 murid | s Jumlzh Guru (SMA/MA/SME)
SMA/MA/SMK sMA/MA/SMK | Dinas Pendidikan e Mot (A M) 0
. L ) . Jumlzh guru berijaszh kualifikasi 51/D-1V
Guru yang memenuhi kualifikasi 51 /D-IV % Dinas Pendidikan Jumlah Guru SD/MI, SMF,/MTs, SMA amﬁx\zbnuaoﬁ
M_%uswm:mwﬁﬂw“mﬂwmwwwmﬂwmmwﬂ jumlah perpustakaan daerah _ Kantor Perpustakaan Daerah jumlah perpustakaan yang beroperasi NHMWMN_._ kota baik milik pemda maupun non
: umlzh kunj k selama 1 Tah
layanan perpustakaan _.UM—HH”: pengunjung perpustakaan per % it e lan Daevah J == EH,“”MNH n@”ﬁ;ﬂu_“mmn .H oo
leksi buk ia di
MMJM_HMMWN%% M.Mwﬂwﬂ.mma_m di Buku Kantor Perpustakaan Daerah Jumlah kaleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah
Jumlah peminjam bulku di perpustakaan Peminjam Kantor Perpustakaan Daerah jumlah peminjam buku di perpustakaan daerah
q.m_.,swc_.:gzwm Emm.%m..mxmn yang Prosentase sarana dan prasarana & B — Jumlzh sarana dan prasaranaperibadatan dalam kondisi baik iy
religius dan beretika peribadatan dalam kondisi baik & jahterzan-tiaiyd Jurlah sarana dan prasarana peribadatan i
Jumlah kegiatan kegamaan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan

Organisasi sosial keagamaan yang aktif
dan produktif

%

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Jumlzh organisasi sosizl keagamaan yang aktif
Jumlzh organisasi soasizl keagamaan

®100




Konflik antar pemeluk Agama

%

Bagian Kesejahteraan Rakyat

—Eﬂ—ur meﬁm Wﬂﬂm.wwgnrm E&%Ewﬁﬁﬁ%ﬁ Hc,m
Jumlzh konflik antar pemelul: agama *

Rasio tempat peribadatan per 1000
penduduk

Per 1.000
penduduk

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Jumlzh sarana dan prasarana peribadatan:

Jumlzh penduduk *Lin

Berkembangnya nilai-nilai budaya

Cakupan fasilitasi seni budaya (SPM)

%

Dinas Pariwisata

Jenis-jenis fasilitasi dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang

kesenian adalah:

1. penyuluhan substansial maupun teknikal;
2. pemberian bantuan;

3. bimbingan organisasi;

4. kaderisasi;

5. promosi;

6. penerbitan dan pendokumentasian; dan
7. kritik seni.

Cakupan pergelaran seni budaya (SPM)

%

Dinas Pariwisata

Wujud gelar seni antara lain:
1. pergelaran;
2. pameran;
3. festival; dan
4.Jomba.

Cakupan kajian seni (SPM)

Dinas Pariwisata

Kegiatan yang bersifat kajian adalah:
1. seminar,
2. sarasehan;
3. diskusi*;
4, bengkel seni (workshop )%
5. penyerapan narasumber;
6. studi kepustakaarn;
7. penggalian;
8. eksperimentasi;
9. rekonstruksi;
10. revitalisasi;
11. konservasi;
12. studi banding;
13. inventarisasi*;
14. dokumentasi*; dan
15. pengemasan bahan kajian.

Jumlah tempat pargelaran seni

Buah

Dinas Pariwisata

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal:
1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan
2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.




._.mgiz.n:%w _chmmw ﬁm-..&&rms,

Jumlah lembaga pendidikan dan latihan

dan pelatihan yang mempunyai b Di didik o~ J ; ;
standar kualitas yang tersertifikasi uah inas Pendidikan jumlah lembaga pendidikan dan latihan yang tersertifikasi

Jumlah lulusan SMK dan lembaga N ] . :

pelatihan Ketenagakerjaan yang Orang / lembaga | Dinas Pendidikan Jumlah lulusan SMK dan lembaga vm_mmW”:wMMﬂm:wmmwﬁ._mms yang mempunyai standar

mempunyai standar kualitas ua
Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Dinas Ko U Jamih o dan kecil

g ; ; a perasi UMKM dan uszha mikro

Menengah dan Koperasi Jumlah Usaha Mikro Kecil % Pengelolaan Pasar Taralzh selurdh UKM x100

Jumlah tenaga kerja UMKM Jumlah tenaga kerja UMKM

i ] ) Jumlzh kelompok pedagang/usaha informal yg
mmw_ﬁmﬂ” bina kelompok pedagang/usaha % wamm _xm.cmamw_ UMKM dan mendzpatican bantuan binz=n pemds Tehunn o0
informa engelolaan Pasar Jumlzh kelompok pedagang/usaha informal %
) g i Ki i UMKM
Jumlah UMKM menerima kredit usaha W“MMEA“%M_MWMMG . Jumlah UMKM yang menerima kredit usaha
. i g Dinas Koperasi UMKM dan Jumlzh koperasi yang dibinz
0,
Koperasi yang dibina Yo Pengelolaan Pasar amiah koperasi %100
: " Dinas Koperasi UMKM dan Tumlzh koperasi yang aktif
0y

Koperasi yang aktif Yo Pengelolaan Pasar Turmla koperasi x100
Meningkatnya ﬁm_,.ﬁcacc:m: sektor Tingkat penyelesaian masalah " Dinas Perindustrian dan Jurmlzh peng=duan perlindungan konsumenyangdiseleszikan
perdagangan dan jasa perlindungan konsumen ° Perdagangan Jumlzh pengaduzn konsumen *

Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera Dinas Perindustrian dan . .

ulang Perdagangan Jumlah alat ulcur yang di tera dan ditera ulang

Dinas Perindustrian dan
Jumlah pasar modern buah 1% o mms_mﬂuz rian Jumlah Pasar modern
; Di Perindustrian d

Jumlah pasar tradisonal buah 1“Mwm%%.mﬂ:: Flangan Jumlah pasar tradisional

jumlah SIUP yang diterbitkan izin w%mw _.Mhﬂmww&qi: dir Jumiah Siup yang diterbitkan

Konsumsi masyarakat terhadap bahan S —— Dinas Perindustrian dan Jumzh total konsumsi bahan pangan (Rp)

pangan PP P Perdagangan Jurnlah penduduk

) ] ] ) Tumlzh kelompok pedagang/usaha informal yg
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha % Dinas Perindustrian dan mendapatlkan bantuzn binazn pemda Tzhunn -

informal

Perdagangan

Jumlzh kelompok pedagang/uszha informszl

jumlah pedagang/usaha informal

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Jumlah pedagang/usaha informal

Meningkatnya pertumb

industri

uhan sektor

jumlah IKM yang dibina

%

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Jumlzh Industri Kecil Menengzh yang dibina
Jumlzh Industei Kedl Menengzh

x100

Prosentase pertumbuhan Industri

%

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Tumlzh Industri tzhun (n) - Tumlzh Industr tehun (n-1)
Jumlzh Industri tahun (n-1)

x100




. _cn.:m.s Izin Usaha Industri yang

Dinas Perindustrian dan

Jumlah Izin Usaha Industri yang diterbitkan

diterbitkan Perdagangan
Rasio Tenaga Kerja Industri terhadap Dinas Perindustrian dan Jumlzh Induwstri
Perdagangan Jumlzh Tenzga Kerja Industyi

Jumlah Industri

Dinas Perindustrian dan

umlah Industri menggunzkan teknologi
A st %8 « 100

Prosentase yang menggunakan teknologi % Perdagangan Jumlzh Industr
Terpenuhinya ketersediaan bahan .
pangan masyarakat Ketersediaan pangan utama Kantor Ketahanan Pangan
Produktivitas padi Ton/h Kantor Ketahanan P i . A (pee
roduktivitas padl on/ha antor Ketahanan Pangan L padi (ha)
ek Produks tenaman Jzgung (ton)
Produktivitas jagung Ton/ha Kantor Ketahanan Pangan Lias Avedd _. (52)
U —_— i " 5 Froduks tznamen kedelai (ton)
Produktivitas kedelal on/ha antor Ketahanan Pangan e il st kedelai (ha)
e ’ Dinas Tanaman Pangan
Produktivitas tanaman hortikultura perkebunan dan Kehutanan
Dudlis Ton/ha Dinas Tanaman Pangan Produlsi tanaman durian (ton)
it Perkebunan dan Kehutanan Luas Arezl tanaman durian (ha)
M Dinas Tanaman Pangan Produlesi tanaman mangez (ton)
-Mangga Ton/ha
Perkebunan dan Kehutanan Luas Arezl tanaman mangga (hz)
L. Dinas Tanaman Pangan
Produktivitas tanaman perkebunan Perkebunan dan Kehutanan
Karet Ton/ha Dinas Tanaman Pangan Produlcsi tanaman karet (ton)
Perkebunan dan Kehutanan Luas Arezl tanaman kearet (ha)
K Ton/ha Dinas Tanaman Pangan Froduksi tanaman kopi (on)
& Perkebunan dan Kehutanan Luzs Arezl tznaman leopi (ha)
o : . Dinas Tanaman Pangan
Produktifitas tanaman Biofarmika Perkebuman dan Kehutanan
- Kunvit Ton/ha Dinas Tanaman Pangan Produksi tanaman kunyit(ton)
Y Perkebunan dan Kehutanan Luas Areal tanaman kunyit (ha)
Pendapat etani padi per tahun Dinas Tanaman Pangan { Produksi beras per Ha) x (Harga beras) - (Biaya Produksi Per Ha)
endapatan petani padi per tahit Perkebunan dan Kehutanan Rasio Petani Padi terhadzp Luas Lahan
) ; Dinas Tanaman Pangan Jumlzh Kelorpok Tani yang dibina
0,
Cakupan bina kelompok tani o Perkebunan dan Kehutanan Jumlah Kelompok Tani *300
Jumlzh konsumsi hasil peternakan (Ke}
) ; K Featit . ;
Tingkat konsumsi produk peternakan g per kapita Dinas Perikanan dan Peternakan i) e
Prosentase peternak yang menggunakan o : . Jumlzh peternak yang menggunakan teknologi
teknologi Yo Dinas Perikanan dan Peternakan Tamnlah 1 » 100
Jumlah peternak Dinas Perikanan dan Peternakan Jumlah peternak
Produksi daging Ton Dinas Perikanan dan Peternakan Jumlah produksi daging
Produksi telur Ton Dinas Perikanan dan Peternakan Jumlah produksi telur




Populasi ternak Ekor Dinas Perikanan dan Peternakan Jumlah populasi ternak
Prosentase penemuan kasus penyakit ) : Jumlzh kasus penyalit ternzk yang ditangani
. . Di
ternak yang ditangani % inas Perikanan dan Peternakan Jamlah kasus penyakit 1 ® 100
. mlah Konsumsi [kkan
Tingkat konsumsi ikan Kg per kapita Dinas Perikanan dan Peternakan L — 5_ Todak (52)
Produksi hasil perikanan Ton Dinas Perikanan dan Peternakan Jjumlah produksi hasil perikanan
: . N : ) Panjang saluram irigasi
Rasio Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Lo Taham badicys z
Luzs irigzsi kabupaten dal=m kondisi baik
Luas irigasi dalam kondisi baik % Dinas Pekerjaan Umum i R = =100
Luas irigasi kabupaten
Emﬂ.:z.mwmszm pertumbuhan sektor jumlah Destinasi Pariwisata yang y T jumlzh destinasi wisata yang dikembangkan 100
pariwisata dikembangan 9 4 ayaacan Earyiee Jumlzh destinasi wisata yang dimilili oleh daerah”
8
Jumlah wisatawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisat Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
Jjumlah SDM dan pelaku usaha pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisat Jumlah SDM dan pelaku usaha pariwisata
Terciptanya kesempatan kerja dan ) . ) ) Fenduduk yang bekerja
perlindungan bagi tenaga kerja Rasio penduduk yang bekerja Dinas Tenaga Kerja —— % 100
Angkstan kerja 15 tzhun ke atas
R . ; . )
Partisipasi Angkatan Kerja Vo Dinas Tenaga Kerja Tl T n&:uw.muﬁmuuoc
. ] ] Jumlzh penganggur terbukz usia anghatan kerja
Tingkat pengangguran terbuka % Dinas Tenaga Kerja Jualal Tudul andl S x100
] . Tumlzh pencari kerjz yan ditempatlan
Pencari Kerja Yang ditempatkan % Dinas Tenaga Kerja o .wﬁm“mmm o x100
umlzh perusahaan yang diperiksa
Tingkat pengawasan ketenagakerjaan % Dinas Tenaga Kerja HH = M = Mﬂ:mmﬂ o %100
Tenaga kerja yang mendapatkan . . ) Jumlzh tenaga kerja yang dilatih
; D = =
pelatihan kewirausahaan " Inas Tenaga Kerja Jumlzh pendzftzr pelatihan Wmﬂﬁﬂm&_ﬁuwoa
Terwujudnya peningkatan investasi Prosentase panjang jalan yang o
menghubungkan PL dan sub PPK dengan % Dinas Tenaga Kerja - ,vm:_mzm jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK
PPK dalam kondisi baik panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK dalamkondisi baik
Rasio Elektrifikasi Dinas Pekerjaan Umum Jumiah Pelanggan PLN
—W_E_m: Perumahan
§ Per 10.000 . Jumlzh Tulusan §1/52,/53
Rasio lulusan §1/52/S3 penduduk Badan Kepegawaian Daerah kel s %10.000
Penduduls usiz <15 th+usia>
Angka Ketergantungan % Badan Kepegawaian Daerah Mﬂﬁﬂﬂw .nwm.mn. &% x100
] wmlzh izin diterbitlan paling lama 2 (duz) hari
Tingkat ketepatan waktu layanan . Kantor Pelayanan Perizinan I yang paling (du=) <100

Perizinan

Jumlzh pemchon izin yang persyara=nnyz dinyatalan lenglkap




silannya SPIPISE (SPM)

Kantor Pelayanan Perizinan

?ﬁ&mw_“—mnmm m&mﬂﬁﬁb%ﬁmgﬂﬁ%mm_ﬂﬁ 100
4 Jenis pelzyanzn perizinan sesusi dengan SPM .

Prosentase jenis perizinan dan non
perizinan yang dapat dilayanai PTSP

Jurnlzh jenis perizinan dan non perizinan
wang dilayani PTSP PDFEM

Yo Kantor Pelayanan Perizinan
PDKPM (Perangkat Daerah Kota & jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SFM i
Penanaman Modal)
Jumlzh Femohon IUJK yang terlzyani (diterbitlan [UJK rys)
. . . palinglarma 10 hari kerja
Tingkat layanan penerbitan IUJK (SPM) % Kantor Pelayanan Perizinan famiah Seluruh Pemohon TUJK s = %100
dinyatzkan lengkap
Jumlah investor berskala nasional Kantor Penanaman Modal Daerah lah i tor berskal ional (PMDN
(PMDN/PMA) Jumlah investor berskala nasiona (PMDN/PMA)
R i " z
_Aﬁﬂ_m_bwmv_“%w,_.mmnmm_ berskala nasional Kantor Penanaman Modal Daerah Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN,/PMA)
) Jumlzh tenzga kerja belcerja padaperusahzan
Daya Serap Tenaga Kerja Kantor Penanaman Modal Daerah SMIA/PMDN Jumizh selural PMA/PMDN
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan
kegiatan penanaman modal kepada Keg Kantor Penanaman Modal Daerah Jumlah sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
masyarakat dunia usaha (SPM)
Terwujudnya peran serta Rata-rata jumlah kelompok binaan Badan Pemberdayaan furnlah kelompol bis oM
masyarakat dalam pembangunan lembaga pemberdayaan masyarakat % Masyarakat dan Pemerintahan Jurlzh LPM
(LPM) Kelurahan x100
= Badan Pemberdayaan
Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap .
Program pemberdayaan ma syarakat MMNMMH”W” dan Pemerintahan jumlah Dana Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Badan Pemberdayaan Jumalzh PKK aktif
PKK aktif % Masyaralat dan Pemerintahan - x100%
Jumlzh PEKE
Kelurahan
Badan Pemberdayaan jumlzh kelompok binazn PKK
Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK Kelompok Masyaralat dan Pemerintahan
Jumlah FEK
Kelurahan
Meningkatnya kesetaraan Gender, Prosentase keterwakilan perempuan s el " 3 jumlah pejabat perempuan yang menduduki
Pemberdayaan Perempuan, dan dalam jabatan struktural pemerintah % _uwnﬂw qu__wmwmw%Mﬂ_an” an jabatan struktural dipemerintzh dzerzh g
Perlindungan Anak daerah i P Jumlzh jabatan strukturzl di pemerintzh daerah
Proporsi keterwakilan perempuan % Badan Keluarga Berencana dan Jumlah anggota DFRD perempuan o
sebagai anggota DPRD Pemberdayaan Perempuan Jumlzh angzot= DPRD
N . ; Badan Keluarga Berencana dan Jumlah organisasi wanita yang aktif
0,
Jumlah organisasi wanita aktif Yo Pemberdayaan Perempuan Fomlahi organisasi wamita % 100
o . Badan Keluarga Berencana dan Jumlsh partisipasi anglatan kerja pererpuan
0,
Partisipasi angkatan kerja perempuan Yo pemberdayaan Perempuan Tumlzh angl erap %100




Rasio KDRT

%

Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan

Jumlzh rumah Ewﬂuun.cc

Penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan
kekerasan

%

Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan

Jumlzh pengzduan perlindungan
peremipuan dan anak yang terselesailaan
Jumlzh pengaduzn perlindungzn e
perempuan dan anzk

Meningkatnya penanganan masalah
sosial kemasyarakatan

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial

Junalah WKESM dalam 1 tzhun yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejzhterszn sosial

Berbasiskan Masyarakat (WKSBM) yang ) .
D S - 100
menyediakan sarana dan prasarana % inas Sosial Tumlah WEESM dalam Hﬁmmﬁzgmm%ﬁ%u.ﬂgwg *
pelayanan kesejahteraan sosial sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosil
jumlzh PMKS dalam 1 tahun yang menjadi pesertz
Persentase PMKS yang menerima program pember-day=an masyaralat melalui KUBE
program pemberdayaan sosial melalui o Disias:Seslal atan kelompolksosial ekononi sejenis 100
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau ’ jumlzh PMKS dalam 1 tzhun yang seharusnyz menjadi peserta *
kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya program pemberdayzan masyarakat nuelzlui KUBE atzu
kelompoksosial elconomi sejenis skala ksbupaten/kota
Taralzh penyandang cacat hisik dan mental, sertalanjut usia
” tidzk potensizl yang menerimajaminan sosial
Broseiase PSR U y N a1 abun o enisp dalam L ahn.
mental serta m:i :ﬂm i¢ ak po _m.:m_m o inas >0sidl Tumlzh penyandang cacat fisik dan mentzl, serta lanjut usia x
yang telah menerima jaminan sosial tidak potensial y-ang seharusnyz menerima jaminan ool
dalam 1 tzhun
i Eks Napi, PSK, Geland i i ilitasi
Prosentase m.rm Napi, .mmF n.mmmsﬁ.wm ngan % —__ api e .m: angan dan Pengemis yang H__m.m:ma__.:.m_ £100
dan Pengemis yang direhabilitasi Eks Napi, PSK, Gelandangan dan Pengemis
Persentase anjal, penca, lansia, orang anjal, penca, lansia, orang terlantar yang mendapatkan
terlantar yang mendapatkan pelayanan - . . pelayanan psikososial, pendampingan dan bantuan sosial
. ; : Yo Dinas Sosial Py o~ ——————— X 100
psikososial, pendampingan dan bantuan anjal, penca, lansia, orang terlantar yang mendapatkan
sosial pelayanan psikososial, pendampingan dan bantuan sosial
Jumlzh panti sosial <I=lz kzbupaten, Lotz dalam 1 thun
Persentase Panti Sosial yang yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan momEaS o
menyediakan sarana dan prasarana % Dinas Sosial jurlzh panti sosial skala kebupaten/ Lotz dzlam 1 tahun yang
pelayanan kesejahteraan sosial seharusmya menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
" worban b Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima
mqmms.ﬁmmm orban bencana yang . . . bantuan sostal selama ; .
menerima bantuan sosial selama masa %o Dinas Sosial famalzh kcorban bencana dalam 1 tahun yang seharusnyz x10
tanggap darurat menerima bantuan sosizl selama masa tanggap darurat
Jumlzh korban bencana skala kabupaten, flcota yang dievakuast
Prosentase korban bencana skala kota dengan meng gunalcan sarana prasaranatanggap darurat
yang dievakuasi dengan menggunakan % Dinas Sosial lengkap dalam 1 tahun, i

sarana dan prasarana tanggap darurat
lengkap

Jumlzh korban bencana yang seharusnyz dievalcuasi dengan
mengsunzkan Sarana prasarana tangeap darurat lengkap
dalam 1 tzhun




Persentase PMKS yang memperoleh
bantuan sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar

Dinas Sosial

?EH..NE KSyang gmﬂm.._m%&mr. bantuan sosal _muHHﬁ 1 tzhun
fumlah FMKG skala kabupaten/ kota dalam 1 tahun yang %100
seharusnya mempercleh bantuan sosial

Prosentase anak terlantar yang

anak terlantar yang mendapatkan jaminan sosial 100
x

dan nyaman. (SPM)

mendapatkan jaminan sosial % Binwsitslol Jumlah anak terlantar
jumlah penerima layanan berobat gratis Dinas Keseh ; . ; ;
(kartu sehat) orang inas Kesehatan Jumlah masyarakat yang menerima layanan berobat gratis (Kartu Linggau Bisa Sehat)
Cakupan pelayanan bencana kebakaran
pAIDERY Kantor Satuan Polisi Pamon Jumlzh Luas WMK kabupaten,/kota
(SPM) % ; g : X 100
Praja Jumlzh luze potensi zncaman kebszkaran lezbupaten/katz
Jumlah siswa penerima beasiswa Miskin ) e ; . T . -
(kartu pintar) orang Dinas Pendidikan Jjumlah siswa yang menerima layanan pendidikan (Kartu Linggau Bisa Pintar)
Tumlzh Rumzh Tanggs sasaran: VENE MENerima
Prosentase RTS penerima Raskin % Dinas Sosial bantuan Raskin % 100
Juml=h Rumzh Tangga Misin
Terwujudnya peningkatan peran I .
it — aktif
pemuda dalam berbagai bidang Prosentase organisasi pemuda yang aktif % Dinas Pemuda dan Qlahraga ! P %100
pembangunan Jumlzh organisasi pemuda
Jumlah kegiatan kepemudaan Keg Dinas Pemuda dan Olahraga Jumlah penyelenggaraan kegiatan kepemudaan
Pemuda Wirausaha Orang Dinas Pemuda dan Olahraga Jumlah pemuda yang berwirausaha
Rasio balai/gelanggang pemuda per Per 1.000 : Jumlzh gelanggang/balzi remajadi kabupaten
satuan penduduk penduduk Dinas Pemuda dan Olahraga Jumizh pendudule x1.000
Terwujudnya sinkronisasi program Badan Perencanaan
pembangunan antars oktor dan Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR Dok Pembangunan Daerah Jjumlah dokumen rencana Penataan Ruang
antarwilayah yang mengacu kepada : . Badan Perencanaan
RTRW Ketersediaan Perda RTRW Ada/tidak Pembangunan Daerah
Jumlah IME yang diterbitlan
tase an IMB 0 Dinas Pekerj = o
Prosentase layan o inas Pekerjaan Umum jumlzh permohonan izin yang persyaratannyz dinyztakan lengkap 100
Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang % Badan Perencanaan Realisasi RTEW
Wilayah Pembangunan Daerah Rencana Peruntulan X100
Terwujudnya pembangunan sarana ) o Sonianc b Bl )
dan prasarana perkotaan yang Proporsi panjang jaringan jalan dalam ; ; anjangjalan kondisi baik
memadai kondisi bailk % Dinas Pekerjaan Umum Panjangjalan sel = % 100
i : E s umlzh jembatan dalam kondisibaik
MMMWE.E panjang jembatan dalam kondisi % Dinas Pekerjaan Umuim ) H = ey 100
Tersedianya jalan yang menjamin Panjang jalan yang memenuhi kriteriakeselamatan
kendaraan dapat berjalan dengan selamat % Dinas Pekerjaan Umum x 100
8

Panjang jalan yang menghubungkan Pusar Kegiatan




: .wm_.mmmmma.a Jalan w.mwm Emama_.s
Perjalanan Dapat dilakukan Sesuai
dengan kecepatan Rencana. (SPM)

Dinas Pekerjaan Umum

vmuu.w;w_.m_ﬂnﬁnnﬁamuﬁmﬂcﬂ kriteria kecepatan G
Panjang jalan yang menghubunglkan Fusat Kegiatan

Tersedianya Jalan yang Menjamin

£ Seluruh PK Panjang jalan memenuhi kriteria Kondisi Jalan i

Pengguna Jalan Berkendara dengan Y% Dinas Pekerjaan Umum i thn poncapaian SPM Panjangjal T
Selamat (SPM) P paia anjang jalan penghubung PK
. . Fanjang jalan panj jalan menghubunglcan
Prosentase panjang jalan yang PL MMM Mc.n _uw.M. Mﬂmﬁmm:_ mmmﬂ%ﬂ; kondisi baik
menghubungkan PL dan sub PPK dengan Y% Dinas Pekerjaan Umum Fanjang jolan panjang jalan yang menghubung] x 100
PPK dalam kondisi baik PL dam sub PPK dengan PPK dalam kondisi baik
Tersedianya Jalan Yang Memudahlkan . z
_ Angka Mobil i i
Masyarakat Per Individu Melakukan % Dinas Pekerjaan Umum gk MobOias w”nn ”m.-n”‘_nmw.:.ﬁu pads .Em—.:. Waltny Pencapaian SEM %100
Perjalanan (SPM) ng obilitas yang Ditentukan
Tersedianya [alan Yang Menghubungkan o
i : . £ Seluruh PK i kriteri
Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah % Dinas Pekerjaan Umum mmMH.:MEWNMW:N_J_m-wmﬂ”\_ﬂm.ma_._r_ _J._ﬁ_m:w _ﬁmmﬂ_m:_mnmu oty x 100
xmdcﬁmﬁm:\_ﬁoﬂm mmEsv pencapaia anjang jalan penghubung PK
Drainase dalam kondisi baik/ o T m— Panjang drainase tersumbat pembuanganaliran air (Km) -
pembuangan aliran air tidak tersumbat ! L Fanjang seluruh drainase di dzerah kabupaten (Km) x
Prosentase Rumah Tangga berakses air _ ) Taralzh Rumzh Tengz= yang beralses zir ber sthFDAM
¢ : % Dinas Pekerjaan Umum %100
bersih perpipaan Jumlzh Rumzh Tangg=
Ketersediaan sistem jaringan dan ‘ . Jumlah Masyarakat yang memiliki mwmmm.n_m.a terlayani sistem jaringan
engelolaan air limbah (SPM) Yo Dinas Pekerjaan Umum dan pengelolaan air limbah
peng Jumlah Masyarakat yang memiliki akses
o Tumlzh Rumah Tanggs pengguna listrik
Rumah tangga pengguna listrik % Dinas Pekerjaan Umum e — x100
Terwujudnya peningkatan Jumlzh Rumah Tangga yang berakses air bersih
infrastruktur untuk pemenuhan Rumah tangga pengguna air bersih Y% Dinas Pekerjaan Umum 7 " G %100
kebutuhan sanitasi dan umlzh Rumah Tangea
i . o Jumlzh Rumazh Tangga yang EBersanitasi
permukiman Prosentase rumah tinggal bersanitasi % Dinas Pekerjaan Umum Tamlah Rmah T x100
Tempat pembuangan sampah (TPS) per Per 1.000 . 1 Jumlzh daya tampung TPS (m3)
satuan penduduk penduduk Kantor Lingkungan Hidup Jumiah penduduk =x1.000
Dinas Kebersihan dan Wolume sampah yang ditangani
0,
Prosentase penanganan sampah Yo - olaae ks sampzh x100
Rasio tempat pemakaman per satuan Per 1.000 Dinas Kebersihan dan Jumlzh daya tampung tempat pemakaman umum
penduduk penduduk Pertamanan Jumlzh pendudulk =
; Lmlah rumah layak huni
Rumah layak huni % Dinas Pekerjaan Umum W T sek _Fw uEﬂa 100
Luas ingkungan permulkainan
Lingkungan pemukiman kumuh % Dinas Pekerjaan Umum - r— Facruuno
Meningkatnya sistem transportasi Dinas Perhubun P Pani i
. : : ’ gan Komunikasi anjang]
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Son atcematii fomiah Kendaram

perkotaan




Rata-rata halte per trayek

dan Informatika

Dinas Perhubungan Komunikasi

.. Jumnlzh Halte
Jumlah trayek

Prosentase pemasangan Rambu-rambu

%

Dinas Perhubungan Komunilasi
dan Informatika

Jumlzh pemasangan rambu-rambu pada Tahunn %
Twmlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia W

Dinas Perhubungan Komunikasi

Jumlah terminal /bandara Buah dun TaRirnatila
- Dinas Perhubungan Komunikasi Jumlzh ijin trayek yang dikeluarkar
Rasio ijin trayek dan Informatika Jumlzh pendudulk
: P lah Uii kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkuta
o Dinas Perhubungan Komunika Jumlah Ui X p pengujian setiap angkutan umum yang
Jumlah uji kir angkutan umum S __._mo_.amn:ﬁmm Pt diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di
jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
Terwujudnya peninglkatan layanan Prosentase rumah tangga pengguna % Dinas Perhubungan Komunikasi jurlzh rumah tangea penggunz internet
komunikasi dan informatika internet dan [nformatika Jumlzh rumah tangsz 2
. Ea < Dinas Perhub K ikasi
jumlah lokasi layanan publik internet awzm__m:mo_wa“nm_ﬁmm: omuniiast jumlah lokasi layanan publik internet yang dapat diakses oleh publik
Terciptanya kelestarian Prosentase pengaduan akibat adanya
sumberdaya alam dan lingkungan dugaan pencemaran /pengrusakan i ) . Jumlzh pengaduzn yang ditindzklanjuti
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti a Kantor Lingkungan Hidup Jumlzh eeluruh pengaduzn 100
(SPM)
Cakupan pengawasan terhadap . ) ) Jumlah perusahaan wajib AMDAL yg telsh dizwasi
pelaksanaan o % Kantor Lingkungan Hidup Tumlzh selurub perusahaan wajib AMDAL %100
jumlah usaha dan/atau kegiatan yang Jumlzh uszha dan/atzu kegiatan yang telsh mentaati
mentaati persyaratan administratif dan % Kantor Lingkungan Hidup persyaratzn administratif dzn teknis pencegshan pencemaran air o,
teknis pencegahan pencemaran air (SPM) Jumlzh usaha dan/zt=u kegiatan yang diawasi
MMWMM:Smm status mutu air yang tercemar Kantor Lingkungan Hidup
- sungai Kantor Lingkungan Hidup
- air tanah Kantor Lingkungan Hidup
;i - i Per 1.000 : . Banyakmya emisi C02 didzerzh
Emisi carbon dioxida (CO2) (MDG's) penduduk Kantor Lingkungan Hidup Tumizh penduduk x1.000
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber Fomicts dakah ) mﬂwm._rmumng uEuvm._ nmmw ,n_mﬂwwﬂmw
tidak bergerak yang memenuhi g ) ) B leni Py
pai : . %o Kantor Lingkungan Hidup teknis pengendalian pencemaranudara
persyaratan administratif dan teknis TJuml=h usaha dan/ atau kegiatan sumbeer tidak bergerak w0
pengendalian pencemaran udara (SPM) yangpotensizl mencemari udarayangtelzh di inventarisasil
Tingkat ketersediaan data dan informasi
Lingkungan Hidup (informasi status mutu % Kantor Lingkungan Hidu Jumlzh jenis data informasilingkungan hidup yang tersedia
g p glung p x100
air, udara) Jumlzh jenis data informasi lingkungan hidup yang seharusya ada
Prosentase luasan lahan yang telah = Era m,H,:w&_EGEEEmw WMMW@EE%«%
i 1 tatus EE.WFE. 1lzhan atau tanzh un
ditetapkan status kerusakan ahan % Kantor Lingkungan Hidup produlsi bio: }a tahun berjalan oo

dan/atau tanah untuk produksi biomassa
yang diinformasikan (SPM)

Jumlzh Luasan lahan yang diperuntull=n
cebagzi lzhan dan/ztzu tanzh untuk produlsi biomaesa




“Tersedianya luasan RTH publik sebesar

20% dari luas wilayah kota/kawasan
perkotaan. (SPM)

Kantor Lingkungan Hidup/Dinas
Kebersihan dan Pertamanan

jumlah Luasan RTH Publik yang tersedia di akhir tahun
Jumlah Luas Wilayah

Dinas Tanaman Pangan

Luzs hutan dan lzhan kritis yang direhzbilitas

pengeloaan keuangan daerah

Keuangan dan Aset

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % Perkebunan dan Kehutanan g | T e T x100
Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH) % Dinas Tanaman Pangan Luas lzhan yang tertutup hutan ?&Huac
(MDG's) Perkebunan dan Kehutanan Luas wilayzh daratan (ha)
Dinas Tanaman Pangan Luas Kerusskan Kawasan Hutan
0y
Kerusakan Kawasan Hutan Yo perkehunan dan Kehutanan e ep— =100
Rasio luas kawasan lindung (RKL) % Dinas Tanaman Pangan Furnlah luas lkawasan hutan lindung dan hutan konservasi the) | o
terhadap luas wilayah. (MDG's) i Perkebunan dan Kehutanan Luas wilzysh daratan (h=)
) Dinas Tanaman Pangan Jumlzh kelompok perhutamam yang dibina
[}
Cakupan bina kelompok perhutanan % Perkebunan dan Kehutanan Jarniah kelompok perhu %100
Terwujudnya perencanaan dan .
Umﬁmmﬂn—mzmﬂ Hum_d_umsm_.:._m:. daerah ‘H.m—‘_mmm:mﬂ%m dokumen perencanaan % Badan Perencanaan EEHB—N.T. dokumen RFJF uvmuﬁnmﬂmﬂmpw % 100
yang Umﬂm.——um.ﬂ—u dan berkualitas RPJPD yg telah ditetapkan dgn PE RDA Pembangunan Daerah Tumlzh Dolumen RFJFD yang sehzrusnya =da
Tersedianya Dokumen Perencanaan: ] jumlzh dokumen REJMD yangtersedi
RPJMD yg telah ditetapkan dgn Y mmmmw: EoiebaL b e h Dok PP e
PERDA/PERKADA Pembangunan Daera J men RFJMD yang seharusnya ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : i Badan Perencanaan jumlzh dokumen RKFD yangtersedia o
RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Pembangunan Daerah Tumlzh Dokumen RKFD yangseharusmya=da
Jurnlzh prioritas bidang pembangunan dzerah yang sinkran
Prosentase sinkronisasi program daerah Badan Perencanaan dengzn proritas pembangunan nasional
prog %
dan pusat Pembangunan Daerah 100
Tumlzh prioritzs bidang pembangunan dzerzh
; umlah RF[MD =
Penjabaran Program RPJMD kedalam Badan Perencanaan ’ pRagTae 3 talun ke -n yang
% Pemb — dizkomodir dalam RKFD L1100
RKPD embangunan Daera Jumlzh program RFJMD tahunke n
unaleh pro; R -
Penjabaran Program RKPD kedalam Badan Perencanaan J WRRCES ﬂm_u tahun ke-nyang
% Pemb bl dizkomeodirdalam AFBED %100
APBD embangunan Laera Jumlzh program RKPD tzhunke-n
Terwujudnya kelembagaan dan . .
Kketatalaksanaan pemerintah daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan Seluruh SKPD kebutuhan admistrasi perkantoran yang terpenuhi i
i administrasi perkantoran Jumlah kebutuhan admistrasi perkantoran
yang berkualitas
- Jumlzh selurub aset carana dan prasarana aparatur dalam
Tingkat sarana awu: prasarana aparatur % Seluruh SKPD kondisi baik oo
dalam kondisi baik Jumizh aset sarana dan prasarana aparatur yang terctat
Prosentase SKPD yang dibina untuk % Dinas Pendapatan Pengelolaan SKPD yang dibina untuk pengeloaan keuangan daerah 0

Jumlah Seluruh SKPD




Prosentase Raperda yang ditetapkan

Sekretariat DPRD

Jumlzh Nmu.m_&m ﬁﬂﬁ&% dan disetujui nﬁa&&. mm.nMNﬁbO
Jumlzh Rzperdz yang dibzhas bersama DFRD

Jumlah kerjasama pemerintah daerah
dengan pemerintah daerah lainnya dan
pihak swasta yang ditindaklanjuti dengan
program

Y%

Sekretariat Daerah Bagian
Pemerintahan

Juralzh kerjasama dengan pemda lainnyadan
swasta yang ditindsklanjut
Jumlzh kerjasama dengan pemda lainnya dan

swasta

=100

SKPD yang menetapkan SOP

Y%

Sekretariat Daerah Bagian
Organisasi

Jumlah SKPD yang menetapkan SOP/SFP
Jurnlzh SKPD sl

Pengelolaan arsip secara balu

Y%

Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah

Jumlsh SKFD yangtelzh menerzpkan
arsip secara baku
Jumlzh SKPD

=100

Meningkatnya sistem pengawasan

Jumlzh Temuzn Pengawas eksternal dan internal

dan ﬁ.mﬂ@m:gm:mn internal yang Temuan Pengawas yang ditindak lanjuti % Inspektorat yangditind aklanjuti -
efektif Jumlzh Temuan pengawas eksternzl dan Eﬁmﬂr&x
Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian Unsur SPIF yang dilalesanalan
i % Inspektorat = x10:0
Internal Pemerintah (SPIP) Jumlzh unsur SPIF sesuzi peraturan perundang-undangan
Prosentase pengaduan masyarakat ke Jurnlzh pengaduzn masyarskat ke APIF yang
APIP yang ditindaklanjuti dan % Inspelctorat ditindaklznjutidan terselasaikan 100
terselesaikan Jumlzh pengzduan masyarakat ke APIP
Meningkatnya kualitas sumber daya
aparatur Rasio aparatur berdasarkan pendidikan Badan Kepegawaian Daerah
milah Aparatur dengan pendidilczn terskhir 51
-S1 % Badan Kepegawaian Daerah : = = L x100
Jumlzh Aparatur
Jumlah Aparatur dengan pendidilkan teralkhir 52
= K i
S2 % Badan Kepegawaian Daerah amizh Aparatur =100
. Jumlzh Aparatur dengan pendidikan terskhir 53
-S3 % Badan Kepegawaian Daerah Samiah Apararar =100
Prosentase pejabat yang menduduki . . Jumlzh pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi
jabatan sesuai dengan kompetensi " Badan Kepegawaian Daerah Jumlzh pejabat struktural dipemda x4
P jumlah jabatan terisi % Badan K ian Daerah ! _.m: = _wﬁmﬁ,ﬁp
rosentase jumlah jaba erisi adan Kepegawaian Daera ] = x100
. g Badan Kepegawaian Daerah / qﬁamigawﬂﬁﬂgggmﬁzwgmﬁﬁcﬁ
0,
Tingkat disiplin aparatur % Seluruh SKPD aralah apar atur x100
i . Jumlzh aparatur yang Tulus mensikuti diklat telonis
Rasio aparatur yang telah mengikuti % Badan Pendidikan dan Pelatihan kompetensi

diklat teknis kompetensi

Jumlzh aparatur yang mengikcuti dildat teknis roﬁm.mﬁmﬂmmxpm_n

Prosentase pejabat struktural yang
memenuhi persyaratan diklat PIM

Y%

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlzh pejsbat yang sudzh mengikuti dildat FIM
Jumlzh pejabat strultural

x100




Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah

Penyusunan Perda APBD tepat Walktu

Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset

Tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD

Prosentase anggaran untuk pemenuhan
kebutuhan aparatur terhadap total
belanja daerah

%

Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset

Jumlzh total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur
Jurnlzh totzl belanjz dzerzh

® 100

Regulasi tentang pengelolaan keuangan

Dinas Pendapatan Pengelolaan

Jumlah regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

0,
daerah i Keuangan dan Aset
— . Dinas Pendapatan Pengelolaan R i Pendzpatan Asli Daerzh
0,
Realisasi Pendapatan Asli Daerah o Keuangan dan Aset Target Pend o s 100
Difias Pend 5 i Realiczsi Pendapatan Asli Daerah tahun (n)— Realisasi
Tingkat pertumbuhan PAD % w“”“mn MM ammu:mwmmmn Eengerain Pendapatan Asli Daerzh tzhun (n— 1) —
8 Pendapatan Asli Daerzh tzhun (n— 1)
Persentase belanja modal terhadap total % Dinas Pendapatan Pengelolaan Jumlah Total Belanja Modal Daerah 100
belanja daerah Keuangan dan Aset Jumlah Total Belanja Daerah *
Meningkatnya pelayanan . ralzh KK di .
P : . Dinas Kependudukan dan Jun yang di terbitlan pada tahun ()
Q)
administrasi kependudukan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Yo Catatan Sipil Tumlah kepala keluargs dalam sata wikyah pada tahun ?_ux 100
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda % Dinas Kependudulan dan Jumlzh KTF Elektronik yang diterbitkan pada tahun (n) o
Penduduk ! Catatan Sipil Jumlzh Wajib KTF Elektronik pada tahun (n)
) wmlsh kutipan zkta kelzhiran yang diterbitlan
Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Dinas Kependudukan dan . P s i
: % Catatan Sipil sampai dengan tahun (1} i
Kelahiran atatan Sipi Jumlzh kelzhiran yang terjadi sampai dengan tahun (n) *
. i wmlzh kutipan zkta kematian yang telzh diterbitkan
Omxsuﬁ_ Penerbitan Kutipan Akta % W:Mm xm%m.nwncn_c_su dan L n_mwgvm._ mmunw,”u b () o 5
Kematian atatan Sipi Junalzh kematian yang terjadi sampai dengan tzhun O&_H
Ketersediaan data base kependudukan - Dinas Kependudukan dan . :
ek berhepaan Ada ftidak Catatan Sipil Menunjukkan ketersedian database kependudukan tahun (n)
Meningkatnya pelayanan umum, Jumlah media informasi yang . . ) )
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Prosentase belanja untuk pengadaan
barang/jasa yang dilelang secara SPSE

%

Sekretariat Daerah
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Jurmlzh total belanja untuk pengad=an barang/jasa
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Jurnlzh senghketa tanzh yang diselesaikan
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Prosentase pengaduan masyarakat yang " . Jumlzh pengaduzan masyarakat yang diselesailan
Yo Sekretariat Daerah * 100
Jumlzh pengaduan masyaralat

ditangani




Terciptanya kententraman,
ketertiban dan pembinaan

wawasan kebangsaan masyarakat

TR . Per 10.000 Kantor Kesatuan Bangsa Politik Jumlzh tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun
Angka Kriminalitas yang tertangani penduduk dan Perlindungan Masyarakat Jwmlah pendudulc xLo0
T Per 10.000 Kantor Kesatuan Bangsa Politik Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun
Angka Kriminalitas penduduk dan Perlindungan Masyarakat Jumlah penduduk selurubnya #10.000
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per Per 10.000 Kantor Satuan Polisi Pamong Jumaiah polisi pamongpraja , o
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) ; : ; Kantor Kesatuan Bangsa Politik Juralah pos siskamling
Rasio Pos Siskamling per jumlah RT dan Perlindungan Masyarakat Tamizh KT
; : - Kantor Kesatuan Bangsa Politik Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah
Kegiatan pembinaan politik daerah kegiatan i PectiniligaiMasiaraliat
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